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ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT KHUSUS DALAM
MELAKSANAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 110/PUU-X/2012

Peradilan pidana anak adalah sebuah sistem hukum dan upaya negara yang
menganut prinsip restorasi jusctice dan the best interst for child dalam menangani
tindak pidana dimana anak bisa menjadi korban ataupun menjadi pelaku tindak
pidana itu sendiri. Dalam perjalanannya sistem pidana peradilan anak tersebut
telah mengalami perubahan didalam dalam pelaksanaannya terkait dibatalkannya
Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 100 (ketentuan pidana) di dalam Undang-Undang
No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh putusan
Mahkamah Konstitusi terkait dikabulkannya permohonan lembaga IKAHI (Ikatan
Hakim Indonesia) yang menganggap bahwasannya ketiga pasal tersebut telah
mengkriminalisasi fungsi yudisial hakim dalam menjalankan kewajibannya.
Sehingga dalam hal ini menimbulkan suatu pertanyaan bagaimanakah implikasi
terhadap sistem peradilan pidana anak dan bagaimanakah bentuk
pertanggungjawaban pejabat khusus (penagak hukum) pasca dibatalkannya ketiga
pasal tersebut.

Metode penelitian yang digunakan tersebut diatas dianalisis dengan melalui
pendekatan deskriptif analisis, yaitu menggambarkan bentuk pertanggungjawaban
pejabat khusus dalam sistem peradilan pidana anak pasca putusan Mahkamah
Konstitusi dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan
mengutamakan data hukum sekunder, dalam hal ini sebagai aturan pokok
Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak, karya ilmiah
dan tulisan para ahli. Selain itu analisis terhadap permasalahan dilakukan melalui
tahap penelitian dan teknik pengumpulan data.

Berdasarkan hasil analisis, telah diperoleh kesimpulan bahwa implikasi
danbentuk pertanggungjawaban pejabat khusus dalam hal ini penegak hukum
didalam sistem peradilan pidana anak pasca pembatalan ketiga pasal tersebut
adalah dengan penguatan pengawasan oleh Mahkamah Agung dalam sistem
peradilan dana penguatan terhadap pelaksanaan kode etik dan undang-undang
organik di ranah internal masing-masing lembaga terkaitseperti kode etik
Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian. Sehingga konsep penegakan hukum tetap
bisa diharapkan berjalan dengan baik dan keadilan bisa diwujudkan dalam sistem
peradilan pidana anak.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Bentuk
Pertanggungjawaban Pejabat Khusus (Penegak
Hukum), Restorasi Justice.
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ABSTRACT

OFFICERS LIABILITY IN IMPLEMENTING SPECIAL CRIMINAL
JUSTICE SYSTEM OF CHILD FOLLOWING THE DECISION OF THE
CONSTITUTIONAL COURT No. 110/ PUU - X /2012

The juvenile criminal justice system is a law system of country thatadheres
to the principle of effort jusctice restoration and the best interst for the child in
solving cases where a child can be a victim or become criminals themselves . In
the course of thecriminal justice system of the child has experienced a change in
the cancellation of the related implementation of Article 96 , Article 100 and
Article 100 ( criminal provisions ) in Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice
System Child by the decision of the Constitutional Court granting the petition
relatedinstitutions 1KAHI (Association of Indonesian Judge) whoconsiders that
the third article has criminalized the judicial functions of judges in carrying out
its obligations.So in this case raises a question of how the implications of
thejuvenile criminal justice system and how a form of special officer ( penagak
law ) after the cancellation of the third chapter .

The method used the above analyzed through descriptiveanalysis approach
, Which describes the shape of a specialofficial accountability in the juvenile
criminal justice systemafter the decision of the Constitutional Court by using
normative juridical approach with emphasis on secondary legal data , in this case
as a basic rule of Law No. 11; 2012 on Child CriminalJustice System , scientific
papers and writing experts . In addition, an analysis of the problems is done
through the research phase and data collection techniques.

Based on the analysis , we concluded that have implications and forms of
official responsibility in this regard within the law enforcement criminal justice
system after the cancellation of the third child of the article is to strengthen
supervision by the Supreme Court in the judicial system strengthening funds for
the implementation of the code of ethics and the organic laws in the internal
sphere of each relevant institutions such as the code of ethics of Justice , Attorney
and Police . So the concept of the rule of law can still be expected to run well and
justice can be realized in the juvenile criminal justice system .

Keywords : Juvenile Criminal Justice System, Forms Special Officers
Liability ( Law Enforcement ) , Restoration ofJustice.
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